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ABSTRAK 

Narkotika merupkan zat yang bisa menimbulkanapengaruh tertentuabagi 

mereka yang menggunakan denganacara memasukkan obatatersebut kedalam 

tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit 

rangsangan, semangat serta halusinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

statute approach (pendekatan Undang-undang), mengindentifikasi dan 

mengkonsepkan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam 

sistem kehidupan nyata. penegakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

berdasarkan ketentuan “Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika” bahwa upaya yang telah dilakukan oleh SATRESKRIM POLRES 

Kabupaten Bangkalan dengan cara mengacu pada ketentuan “KUHAP” dan 

“Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, yakni dengan 

menerima laporan atau informasi, penyidikan, penyitaan barang bukti, penahana, 

dan rehabilitasi. Akan tetapi dalam pelaksanannya dilapangan terdapat beberapa 

hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah POLRES 

Bangkalan. Adanya penyalahgunaan kewenangan pada aparat penegak hukum, 

yang menyebapkan adanya diskriminalisasi terhadap peristiwa tindak pidana 

berupa membawa, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi dallam jumlah 

tertentu dalam kehidupan sehari hari disebut sebagai bentuk pelanggaran hukum. 

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 

35 tahun 2009 tentang Narkotika  mengamantkan kepada aparat penegak hukum 

di wilayah“Kabupaten Bangkalan”. Dalam  menangani tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika serta adanya pengaturan upaya dalam melaksanakan 

rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 
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ABSTRACT 

Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use 

them by inserting the drugs into their bodies, these effects are refraction, loss of 

stimulation pain, enthusiasm and hallucinations. This study uses a statute 

approach, identifying and conceptualizing law as a real and functional social 

institution in real life systems. enforcement of narcotics offenders is based on the 

provisions of "Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics" that the efforts that 

have been made by the Bangkalan POLRES SATRESKRIM by referring to the 

provisions of "KUHAP" and "Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics", 

namely by receive reports or information, investigation, confiscation of evidence, 

custody, and rehabilitation. However, in the field implementation there are 

several obstacles in overcoming narcotics crime in the Bangkalan POLRES area. 

The existence of abuse of authority in law enforcement officers, which causes the 

existence of discrimination against criminal acts in the form of carrying, 

possessing, controlling and consuming certain amounts in daily life is a form of 

law violation. The implementation of the provisions stipulated in Law Number 35 

of 2009 concerning Narcotics has secured the law enforcement officers in the 

“Bangkalan Regency” area. In dealing with criminal acts of narcotics abuse as 

well as the provision of efforts to carry out rehabilitation of narcotics offenders. 
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